
MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 

2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN 

Mernmhang 

Mengingat 

DANA TUGAS PEMBANTUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN R£PUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa pengelolaan dana dekonsentrasi daL dn.-r::a 
tugas pembantuan Kementerian Pertanian telah dia tur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 

2019 ten tang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Dana Tugas Pembantuan; 

b. bahwa untuk efektifitas pengelolaan dana 

dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, pcrlu 
mengubah Permuran Menteri Pertanian Notnor 52 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Dana Dck:,riseat"rnsi 

clan Dana Tugas Pembantuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
;:imaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian ten.tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
52 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik lDdonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun · 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 198); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, clan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 
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9. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
20 18 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6267); 

1 1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 20 15 tentang 
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 20 19 tentang 
Organisasi Kementerian Neg8:ra (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ 
PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 248/PMK.07 /2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ 
Pmk.07 /2008 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan; 
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15. Peraturan Menteri Pcrtanian Nomor 43/Permentan/ 
OT.0 10/ 10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana 
Tugas Pembantuan; 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTER! PERTANIAN NOMOR 52 
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA 
DEKONSENTRASI DAN DANA TU GAS PEMBANTUAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 
(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program 
pembangunan pertanian meliputi: 
a. peningkatan produksi, produktivitas, dan 

mutu hasil tanaman pangan; 
b. peningkatan produksi dan nilai tambah 

hortikul tura; 

c. peningkatan produksi komoditas 
perkebunan berkelanjutan; 

d. penyediaan dan pengembangan prasarana 
dan sarana pertanian; 

e. peningkatan penyuluhan dan pelatihan 
pertanian; 
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f. pendidikan pertanian; dan 

g. peningkatan diversifikasi dan ketahanan 

pangan masyarakat. 

(2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program 

sebagaimana cUmaksud pada ayat (1), ditetapkan 

oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup 

Kernen terian Pertanian sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

( 4) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan 

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan perubahan, dalam hal: 

a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri; 
b. gubernur atau bupati/wali kota tidak 

melaksanakan pelimpahan kewenangan 

dan/ atau penugasan; dan/ atau 

c. gubernur atau bupati/wali kota 
mengusulkan untuk dilakukan penarikan 

kembali pelimpahan kewenangan dan 
penugasan. 

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas 

Pembantuan, dilaksariakan dalam rangka 

pelaksanaan program pembangunan pertanian, 

meliputi: 

a. peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu hasil tanaman pangan; 
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b. peningkat.an procluksi clan nilai tambah 

hortikultura; 
c. peningkatan procluksi 

perke bun an berkelan ju tan; 

komoditas 

d. pemenuhan pangan asal ternak dan 

agribisnis petcrnakan rakyat; clan 

e. penyediaan dan pengembangan prasarana 

dan saran a pertanian. 

(2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program 

sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1) ,  ditetapkan 

oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup 

Kernen terian Pertanian sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun sesuai dengan: 
a. format-2, untuk Tugas Pembantuan daerah 

provinsi; atau 

b. format-3, untuk Tugas Pembantuan daerah 

kabupaten/kota, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

( 4) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan 

Program sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) 

dapat dilakukan perubahan, dalam hal: 

a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri; 
b. gubernur atau bupati/wali kota tidak 

melaksanakan pelimpahan kewenangan 

dan/ atau penugasan; dan/ atau 

gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan 

untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan 

kewenangan dan penugasan. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri u11 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 01 September 2020 

MENTER! PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
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